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RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …  TAHUN …
TENTANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

	Menimbang:
	a. bahwa tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

	
	b. bahwa sesuai dengan tujuan bernegara dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagian kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah diserahkan, dilimpahkan, atau ditugaskan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi  daerah yang seluas-luasnya;

	
	c. bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	
	d. bahwa pemberian otonomi daerah harus memerhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	
	e. bahwa dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memerhatikan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam secara efisien, pengembangan ekonomi, prasarana dan sarana pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup, pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum, serta pelestarian adat istiadat dan budaya Minangkabau;

	
	f. bahwa Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang, tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya,  potensi daerah, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing sehingga perlu disesuaikan;

	
	g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat;

	    Mengingat:


	Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Sumatera Barat yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara demokratis serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
6. Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau. 
7. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. 
8. Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. 

9. Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah Pemimpin Pemerintah Nagari. 
10. Peradilan Adat Nagari adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi.

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Sumatera Barat adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pasal 2

(1) Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

(2) Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu:
a. asas demokrasi;
b. asas kepentingan nasional;
c. asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
d. asas keseimbangan wilayah;
e. asas peningkatan daya saing;
f. asas kepastian hukum;
g. asas keharmonisan;
h. asas pelestarian tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
i.    asas kesatuan arah pembangunan;
j.    asas daya guna dan hasil guna; dan
k. asas kelestarian lingkungan.
Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu:

a. Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang sebagai norma hukum baru bagi Provinsi Sumatera Barat.
b. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyejahterakan masyarakat;
d. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
e. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
f. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 
g. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
h. meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

i. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah; dan

j. pelindungan terhadap adat dan budaya Minangkabau. 

BAB II

POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBU KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT 
Pasal 4
Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak pada: 

a. 98036’ (sembilan puluh delapan derajat, tiga puluh enam menit) Bujur Timur – 101053’ (seratus satu derajat, lima puluh tiga menit) Bujur Timur; dan 

b. 0054’ (nol derajat, lima puluh empat menit) Lintang Utara – 3030’ (tiga derajat, tiga puluh menit) Lintang Selatan. 

Pasal 5
(1) Provinsi Sumatera Barat mempunyai batas wilayah: 
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, dan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

Pasal 6
(1) Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, yaitu: 

a. Kabupaten Agam; 

b. Kabupaten Dharmasraya; 

c. Kabupaten Kepulauan Mentawai; 

d. Kabupaten Limapuluh Kota; 

e. Kabupaten Padang Pariaman; 

f. Kabupaten Pasaman; 

g. Kabupaten Pasaman Barat;

h. Kabupaten Pesisir Selatan;

i. Kabupaten Sijunjung;

j. Kabupaten Solok;

k. Kabupaten Solok Selatan;

l. Kabupaten Tanah Datar; 

m. Kota Bukittinggi; 

n. Kota Padang; 

o. Kota Padang Panjang; 

p. Kota Pariaman;

q. Kota Payakumbuh; 

r. Kota Sawahlunto; dan 

s. Kota Solok. 

(2) Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa, kelurahan, dan/atau nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7
Ibukota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang.
BAB III

KARAKTERISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT 
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 8
Penduduk Provinsi Sumatera Barat sebagian besar merupakan masyarakat yang berasal dari etnik Minangkabau.

Pasal 9
(1) Falsafah adat Minangkabau bertumpu pada nilai adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai, dan alam takambang jadi guru. 
(2) Falsafah adat Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai spritual dan fundamental yang harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Minangkabau dalam menjalankan arah pembangunan masyarakat Minangkabau di semua sektor kehidupan.
(3) Falsafah adat Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 10
(1) Etnik Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan adat menurut garis keturunan ibu.
(2) Sistem kekerabatan matrilineal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari. 
Bagian Kedua

Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 11
(1) Nagari merupakan penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.
(2) Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa jorong atau nama lain yang setingkat.

Pasal 12
(1) Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintah Nagari.
(2) Pemerintahan Nagari berfungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat Nagari berdasarkan hak asal usul dan hukum adat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Paragraf 2

Kerapatan Adat Nagari

Pasal 13

(1) Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai Adat Salingka Nagari.
(2) Kerapatan Adat Nagari terdiri atas perwakilan ninik mamak, alim ulama Nagari, cadiak pandai, bundo kanduang, dan parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.
(3) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas: 
a. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari; 
b. menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain; dan 
c. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari. 
(4) Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang: 

a. memilih dan mengangkat Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain secara musyawarah dan mufakat; 

b. menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; 

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari; 

d. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain; dan 

e. melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari. 

(5) Pembentukan, masa jabatan, tata cara pemilihan atau pengangkatan, dan susunan perangkat Kerapatan Adat Nagari berpedoman pada Adat Salingka Nagari.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, masa jabatan, tata cara pemilihan atau pengangkatan, dan susunan perangkat Kerapatan Adat Nagari diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat.    

Paragraf 3

Pemerintah Nagari

Pasal 14
(1) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Nagari. 
(2) Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan pemerintahan;
b. melaksanakan pembangunan;
c. menyelenggarakan pelayanan publik;
d. menyelenggarakan pembinaan kemasyarakatan; 
e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
f. melaksanakan adat istiadat dan budaya Minangkabau.
(3) Masa jabatan, tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain serta susunan perangkat Nagari berpedoman pada Adat Salingka Nagari.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa jabatan, tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain serta susunan perangkat Nagari diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat.   
Paragraf 4

Peradilan Adat Nagari

Pasal 15
(1) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan peradilan adat yang tunduk terhadap sistem kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, pedoman, susunan, pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan Hakim, dan pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat.
Paragraf 5
Penataan Nagari

Pasal 16
(1) Penataan Nagari dilakukan dalam rangka penyetaraan Nagari dengan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkecil; 
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 
d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 
e. meningkatkan daya saing daerah; dan 
f. memelihara kekhasan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. 
(3) Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembentukan Nagari dan penyesuaian Nagari.

Pasal 17
(1) Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berupa: 

a. pemekaran Nagari; dan 

b. penggabungan jorong atau nama lain yang setingkat.
(2) Penyesuaian Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berupa: 

a. perubahan batas wilayah Nagari; 
b. perubahan luas wilayah Nagari;

c. perubahan jumlah penduduk Nagari; dan/atau
d. perubahan nama Nagari.

(3) Perubahan batas wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, dan nama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Nagari dan penyesuaian Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat. 

Paragraf 6
Hak Ulayat Nagari

Pasal 18
(1) Hak ulayat Nagari merupakan hak milik dan hak penguasaan atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatra Barat.
(2) Hak ulayat Nagari dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Nagari. 

Paragraf 7
Tanah Ulayat

Pasal 19
(1) Tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya, diperoleh secara turun temurun dan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.
(2) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rajo.

(3) Pengaturan tanah ulayat bertujuan untuk melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau sehingga dapat diambil manfaat dari tanahnya, termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau secara turun-menurun serta menjamin keharmonisan dan kesinambungan hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat.
(4) Tanah ulayat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penguasaan tanah hanya dapat disewakan dengan prisip saling menguntungkan dan tidak dapat diperjual belikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya diatur dengan Perda Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Ketiga
Jorong

Pasal 20
(1) Jorong atau nama lain yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan sekumpulan permukiman masyarakat yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan permukiman. 
(2) Jorong atau nama lain yang setingkat merupakan satuan pemerintahan setingkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kapalo jorong atau nama lain yang setingkat dipimpin oleh kapalo jorong atau nama lain yang setingkat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jorong atau nama lain yang setingkat diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat.   
Bagian Keempat
Kebudayaan Minangkabau

Pasal 21
(1) Kebudayaan Minangkabau merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat dan berkembang di daerah perantauan Minangkabau.
(2) Kebudayaan Minangkabau dilaksanakan sebagai sarana pembelajaran, pengamalan, dan pengembangan ajaran Agama Islam, etika, moral, karakter dan tata krama, gotong royong, musyawarah mufakat serta sopan santun dalam perilaku dan tata pergaulan kehidupan masyarakat Provinsi Sumatera Barat. 

(3) Pelaksanaan kebudayaan Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 22
(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab melestarikan, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan Minangkabau.

(2) Kebudayaan Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bahasa;

b. tradisi;

c. tarian tradisional; 

d. adat istiadat;

e. rumah adat;
f. seni budaya;

g. sistem irigasi persawahan tradisional;

h. manuskrip;

i. ritus;

j. permainan rakyat; 

k. olahraga tradisional;

l. masakan dan/atau makanan tradisional; 

m. senjata warisan tradisional;
n. pengetahuan tradisional;

o. teknologi tradisional; dan
p. cagar budaya.
(3) Upaya pelestarian, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 23
Pemerintah Pusat memberikan pengakuan khusus kepada Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan kebudayaan Minangkabau. 

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai kebudayaan Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Perda Provinsi Sumatera Barat.
BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT 
Pasal 25
Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukannya.

BAB V
PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT 
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27
(1) Pembangunan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Bagian Kedua

Pola Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 

Pasal 28
Pola pembangunan Provinsi Sumatera Barat meliputi:

a. penegakan hukum daerah;
b. koordinasi pembangunan daerah;
c. pemberdayaan masyarakat;
d. pelestarian kebudayaan daerah;
e. penyediaan infrastruktur daerah;
f. penguatan kelembagaan pemerintahan daerah;
g. pemerintahan elektronik daerah;
h. pengelolaan lingkungan hidup;
i. peningkatan investasi; 
j. pengembangan pariwisata; dan 
k. pengembangan kewirausahaan.

Pasal 29
(1) Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dikembangkan sesuai dengan potensi kabupaten/kota masing-masing.

(2) Pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dengan memerhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.

Pasal 30
Pembangunan Provinsi Sumatera Barat melalui pendekatan potensi kabupaten/kota masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikelompokkan menjadi ruang kawasan:

a. pertanian tanaman pangan dan agribisnis;

b. perkebunan;

c. perikanan dan kelautan;

d. peternakan;

e. kehutanan;

f. pariwisata;

g. permukiman;
h. perindustrian; dan 

i. pertambangan.
Pasal 31
Pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;

b. pengembangan tata kehidupan masyarakat;

c. pembangunan yang berkelanjutan; 

d. peningkatan daya saing; dan

e. manajemen risiko kehidupan.
Pasal 32
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan melalui pemenuhan:

a. kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;

b. kebutuhan jaminan sosial dan pelindungan tenaga kerja;

c. kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; 

d. rasa aman dan damai bagi kehidupan masyarakat; dan

e. dukungan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. 

Pasal 33
Pengembangan tata kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal. 
Pasal 34
Pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, merupakan elemen dalam pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.
Pasal 35
Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, diwujudkan dengan:

a. peningkatan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;

b. peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan

c. peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. 

Pasal 36
(1) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Sumatera Barat mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan internasional.

(2) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Sumatera Barat dengan semangat keberagaman; dan
b. antisipasi dan rehabilitasi dampak bencana alam dan/atau nonalam.
Bagian Ketiga 
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 

Paragraf 1

Umum
Pasal 37
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;

b. pengembangan ekonomi dalam bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, kemaritiman, perdagangan, koperasi, kewirausahaan, peningkatan investasi, pertambangan, serta pengembangan sumber energi baru dan terbarukan;

c. pengembangan sarana dan prasarana pembangunan;

d. pengelolaan sumber daya alam secara efisien; 

e. pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup;

f. pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum; dan
g. pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis alam dan budaya.

Pasal 38
Pengembangan dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a menitikberatkan pada aspek agama, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial budaya, serta berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kearifan lokal. 

Pasal 39
(1) Pengembangan ekonomi dalam bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, kemaritiman, perdagangan, koperasi, kewirausahaan, peningkatan investasi, pertambangan, serta pengembangan sumber energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b menitikberatkan pada pengembangan ekonomi yang berbasis pada potensi sumber daya manusia, potensi wilayah, usaha mikro kecil dan menengah dengan dukungan transportasi yang kuat.

(2) Pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerlukan strategi dan kebijakan: 

a. meningkatkan efisiensi berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;

b. menciptakan sistem distribusi yang efisien;

c. mewujudkan struktur ekonomi agraris yang diiringi oleh perdagangan, jasa, dan transportasi;

d. mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan;

e. memanfaatkan secara optimal potensi perikanan dan kelautan;

f. memanfaatkan secara optimal potensi pariwisata;

g. memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana dengan memerhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan

h. menstimulasi pertumbuhan kewirausahaan terutama untuk industri kecil dan menengah.

Pasal 40
(1) Dalam rangka mewujudkan pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten/kota mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat.
Pasal 41
(1) Pengembangkan sarana dan prasarana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

(2) Dalam rangka mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan:

a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang berkualitas;

b. penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat;

c. penyediaan listrik sampai ke pelosok wilayah;

d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;

e. pengembangan telematika dan pelayanan telekomunikasi serta informasi ke segenap wilayah dengan harga yang terjangkau;

f. pengembangan perumahan dan permukiman; dan

g. pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum, dan sosial.

Pasal 42
(1) Pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan.

(2) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pembangunan yang diarahkan untuk:

a. terjaminnya ketersediaan sumber daya berkelanjutan;
b. terwujudnya kelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;

c. terwujudnya sistem manajemen bencana alam;

d. terwujudnya pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

e. terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 43
(1)
Pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e menitikberatkan pada upaya pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

(2)
Upaya pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. penanggulangan kebakaran hutan;
b. pelestarian ekosistem pesisir untuk mengantisipasi abrasi pantai, intrusi air laut, dan kerusakan hutan bakau;
c. peningkatan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengendalian dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup; 
d. pemanfaatan sumber energi terbarukan; 
e. pengendalian perburuan satwa liar dan pemeliharaan keutuhan ekosistem kawasan lindung; dan
f. penguatan peran serta masyarakat dalam upaya pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian alam. 

Pasal 44
(1) Pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f menitikberatkan pada pembangunan bidang politik dan hukum untuk terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan pada prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

(2) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan:

a. pembangunan hukum yang diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, rasa keadilan, dan tertib hukum;

b. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;

c. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan

d. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip partisipasi masyarakat.

(3) Strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 45

(1)
Pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis alam dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g diarahkan pada pengembangan kepariwisataan: 

a.
berbasis budaya Minang; 

b. berbasis alam 

b.
berorientasi pada kualitas; 

c.
ramah lingkungan; 

d.
halal; dan
e.
berkelanjutan. 

(2)
Pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis alam dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a.
sarana dan prasarana pariwisata;

b.
industri pariwisata; 

c.
destinasi pariwisata; 

d.
pemasaran pariwisata; 

e.
sumber daya manusia pariwisata; 

f.
kelembagaan pariwisata; dan 

g. pemberdayaan masyarakat.
(3)
Pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan diselenggarakan dengan memerhatikan: 

a.
kesesuaian dengan potensi wilayah; 

b.
keseimbangan wilayah; dan 

c.
kesesuaian dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah. 

(4)
Pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis alam dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dengan memerhatikan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.
Paragraf 2
Pembangunan Sektor Pertanian dan Perkebunan

Pasal 46
(1)
Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi.
(2)
Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menuju sistem pertanian dan perkebunan yang efisien dan berkelanjutan.
(3)
Sistem pertanian dan perkebunan yang efisien dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk: 

a.
menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan ekspor;

b.
terwujudnya kelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;

c.
terwujudnya sistem manajemen bencana alam;

d.
terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

e.
terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
Pasal 47
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membuat perencanaan prioritas tanaman pertanian dan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan potensi wilayah masing-masing berdasarkan aspirasi petani.

Pasal 48
Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah dan memerhatikan rencana tata ruang wilayah nasional. 

Pasal 49
Pelaksanaan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat wajib memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Paragraf 3
Pembangunan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Pasal 50
(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi penyelenggarakan pendidikan kewirausahaan dalam upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan.
(3) Pendidikan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jalur pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kewirausahaan diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat.
Pasal 51
(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aspek:
a. pendanaan;

b. sarana dan prasarana;

c. informasi usaha;

d. kemitraan;

e. perizinan usaha;

f. kesempatan berusaha;

g. promosi dagang; dan

h. dukungan kelembagaan.

(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang:
a. produksi dan pengolahan;

b. pemasaran;

c. sumber daya manusia; 

d. desain dan teknologi; dan
e. pendidikan, pelatihan, dan pendampingan usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan berusaha dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat.
Paragraf 4
Pembangunan Sektor Pertambangan

Pasal 52
(1) Pembangunan sektor pertambangan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi.
(2) Pembangunan sektor pertambangan di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada pengelolaan secara efisien dan berkelanjutan.

(3)
Pengelolaan secara efisien dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk: 

a.
menjamin ketersediaan sumber daya berkelanjutan;

b.
mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Barat;

c.
mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan kerja masyarakat Provinsi Sumatera Barat;

d.
mewujudkan kelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;

e.
mewujudkan sistem manajemen bencana alam;

f.
mewujudkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

g.
mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 53
Pembangunan sektor pertambangan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah dan memerhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.
Paragraf 5
Pembangunan Sektor Industri

Pasal 54
(1)
Pembangunan sektor industri di Provinsi Sumatera Barat diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor.

(2)
Pembangunan sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah, ketersediaan bahan baku, dan memerhatikan keseimbangan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. 

Pasal 55
(1)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten/kota mengembangkan kawasan ekonomi berbasis industri secara terintegrasi dan terpadu di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri secara terintegrasi dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda Provinsi Sumatera Barat.
Pasal 56
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong dan menstimulasi pembangunan industri yang berbasis budaya Minangkabau.

Pasal 57
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi untuk mendukung prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
Bagian Keempat

Koordinasi Pembangunan Daerah

Pasal 58
Koordinasi pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui kewenangan:

a. koordinasi urusan; dan

b. operasional urusan.

Pasal 59
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan mengoordinasikan semua urusan pemerintahan provinsi yang berkaitan dengan pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60
Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berkewajiban mengordinasikan semua urusan pemerintahan kabupaten/kota yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukannya. 

Pasal 61
(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkewajiban mengordinasikan semua urusan pemerintahan yang terkait kerjasama dengan Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

(2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan operasional semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 63
(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan operasional urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengurus masyarakat dan hukum adat

(2) Selain menyelenggarakan operasional urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai wewenang mengatur dan mengurus:

a. batas-batas wilayah adat;

b. pariwisata berbasis adat; dan

c. kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam/luar negeri terkait dengan pelestarian adat istiadat.

(3) Ketentuan mengenai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.
(4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
a. pengembangan adat budaya;
b. pemuliaan adat budaya;
c. lembaga adat;
d. keuangan adat;
e. majelis adat;
f. tata hubungan dan kerja sama antar lembaga adat di Provinsi Sumatera Barat;
g. tata hubungan lembaga-lembaga adat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
h. pembangunan adat dan budaya di Provinsi Sumatera Barat dan pembangunan kawasan adat di Provinsi Sumatera Barat;
i. pembinaan dan pengawasan adat; dan
j. pemberdayaan dan pelestarian.
Pasal 64
(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan operasional urusan yang terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengurus tanggungjawab sosial perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang mengatur dan mengurus tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VI
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 65
(1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mengembangkan dan menerapkan e-government di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten/kota. 

(2) E-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk: 
a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;

b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;

c. meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;

d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;

e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;

f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

g. mengintegrasikan berbagai layanan antarlembaga pemerintahan; dan

h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Sumatera Barat. 

Pasal 66
(1) Penerapan e-government di Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.

(2) Penerapan e-government di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk teknologi informasi komunikasi Provinsi Sumatera Barat.

(3) Rencana induk teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas, dan autentifikasi data di Provinsi Sumatera Barat. 

(4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:

a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di tiap-tiap organisasi perangkat daerah;

b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Sumatera Barat; 
c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;

d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan

e. pemutakhiran big data.

(5) Validitas dan autentifikasi data di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 67
(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, perlu menyiapkan sumber daya berupa:

a. pendanaan yang cukup;

b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan

c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta.

(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan yang cukup, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 69
(1) Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat wajib melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Pelibatan partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 

a. melakukan kontrol sosial;

b. menyerap tenaga kerja;

c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

e. menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat Provinsi Sumatera Barat terhadap daerahnya.

(3) Partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemikiran berupa ide, saran, gagasan, dan peran serta dalam pengambilan keputusan;

b. tenaga;

c. keahlian;

d. pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan; dan/atau

e. pemanfaatan hasil pembangunan.

Pasal 70
(1) Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum dan/atau kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan

b. musyawarah perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 71
(1) Masyarakat setiap saat diberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat.

(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib mengartikulasi aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 72
Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat.

BAB VIII
PENDANAAN 
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 73
Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua

Kebudayaan 
Pasal 74
Pemerintah Pusat dapat menyediakan pendanaan dalam rangka pelestarian, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan adat istiadat kebudayaan Minangkabau dan kebudayaan Mentawai secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.
Pasal 75
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib mengalokasikan pendanaan dalam rangka pelestarian, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan adat istiadat kebudayaan Minangkabau dan kebudayaan Mentawai secara proporsional dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Bagian Ketiga

Pembangunan Infrastruktur
Pasal 76
Sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dialokasikan melalui:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat; dan/atau

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat

E-government
Pasal 77
Pemerintah Pusat menyediakan pendanaan untuk penyelenggaraan e-government di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78
Hal-hal yang berkaitan dengan Pasal yang mengatur tentang adat istiadat dan kebudayaan Minangkabau tidak berlaku bagi etnis Mentawai.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 79
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang:
b. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

c. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20l5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan

d. ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Sumatera Barat,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 80
Perda Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
Pasal 81
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN
REPUBLIK

INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR ...
RANCANGAN
PENJELASAN

ATAS 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN …
TENTANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT
I. PENJELASAN UMUM  
Pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui daerah otonom, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah.
Kedudukan Provinsi Sumatera Barat sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), sebagai Undang-Undang (UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau). Desain pengaturan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan undang-undang ini sebenarnya masih bersifat administratif. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1957) sebagai acuan, yang pada dasarnya belum mengenal konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1999). Hal ini tentu bisa dipahami karena pada waktu itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya dikhawatirkan menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan dan tidak selaras dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi sesuai denagn prinsip-prinsip yang diberikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Namun, bila dikaitkan dengan kondisi saat ini, pengaturan mengenai Provinsi Sumatera Barat yang demikian tentu sudah tidak relevan lagi. Selain karena alasan sudah tidak sesuai lagi dengan politik hukum otonomi daerah pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terbaru yang mengatur mengenai otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Pemda Tahun 2014 (UU tentang Pemda Tahun 2015), hal tersebut juga dipengaruhi oleh pesatnya berbagai perubahan yang menuntut Provinsi Sumatera Barat untuk bergerak cepat membangun daerahnya, namun dengan tidak meninggalkan nilai yang hidup di masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengaturan mengenai Provinsi Sumatera Barat tidak boleh lagi bersifat kaku, yang hanya menekankan pada hal-hal yang bersifat administratif semata, melainkan harus diberi ruang untuk dapat mengurus dirinya sendiri sesuai dengan potensi daerah dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakatnya.
Pengaturan Provinsi Sumatera Barat dalam undang-undang ini, tidak hanya mengatur tentang pemerintah daerahnya saja, melainkan juga akan mengatur tata kehidupan masyarakat berdasarkan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisionalnya.
Adapun asas dalam pengaturan undang-undang ini yaitu asas asas demokrasi, asas kepentingan nasional, asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan, asas keseimbangan wilayah, asas peningkatan daya saing, asas kepastian hukum, asas keharmonisan, asas pelestarian tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal, asas kesatuan arah pembangunan, asas dayaguna dan hasilguna, dan asas kelestarian lingkungan. 
Adapun pokok materi yang akan diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut.

Pertama, mengenai posisi, batas wilayah, pembagian wilayah dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Pengaturan materi tersebut bertujuan untuk mempertegas kepastian hukum mengenai wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat beserta kabupaten/kota yang ada di dalamnya. 

Kedua, mengenai karakteristik Provinsi Sumatera Barat, yang secara umum didiami oleh etnis Minangkabau. Sebagai etnis mayoritas, undang-undang ini akan memberikan pengakuan terhadap falsafah hidup masyarakat Minagkabau, yakni “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru”. Maksudnya adalah “adat bersumber kepada syarak (agama), syarak bersumber kepada kitabullah (Alquran), hal yang diperintahkan oleh agama, dilaksanakan melalui adat, dan alam dijadikan guru kehidupan”. Melalui pengakuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjadikannya pedoman dalam mengatur, membangun dan mengelola Provinsi Sumatera Barat beserta masyarakatnya, yakni pengaturan, pembangunan dan pengelolaan yang tidak mengenyampingkan nilai agama, peran adat dan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pengakuan terhadap falsafah hidup tersebut, undang-undang ini juga akan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan tata kehidupan masyarakat Minangkabau, seperti pemerintahan nagari, hak ulayat nagari, dan kebudayaan Minangkabau.
Ketiga, pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Keempat, mengenai pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang ini akan mengatur pola pembangunan, prioritas pembangunan, sektor-sektor pembangunan dan koordinasi pembangunan daerah. Melalui pengaturan ini, diharapkan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dapat terselenggara secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi. 

Kelima, mengenai pengembangan e-government. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan sumber informasi pemerintah daerah, meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan public, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta mendorong komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia bisnis.

Keenam, mengenai partisipasi masyarakat.

Ketujuh, mengenai mengenai pendanaan terhadap Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Minangkabau, yang dihuni oleh mayoritas etnis Minangkabau memiliki kebudayaan yang khas sebagai satu-satunya di Indonesia. Karena merupakan satu-satunya, perlu adanya upaya ekstra untuk menjaga kelestarian kebudayaan tersebut, salah satunya dengan memberikan pendanaan khusus untuk pelestarian kebudayaan dimaksud. Oleh karena itu, melalui undang-undang ini, selain pendanaan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Provinsi Sumatera Barat juga diharapkan dapat memperoleh pendanaan khusus pelestarian kenudayaan dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pelestaraian kebudayaan Minangkabau sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional dapat lebih optimal, karena tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melainkan juga Pemerintah Pusat.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
Huruf b 

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan pemeratan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Sumatera Barat.
Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan untuk  menyeimbangkan pembangunan dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan dengan memerhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.
Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas “peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Sumatera Barat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pemerintahan Provinsi Sumatera Barat harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keharmonisan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat harus semakin mendekatkan nilai yang menyatukan alam, masyarakat, dan kebudayaan di wilayah Sumatera Barat sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keharmonisan dari nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.  
Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “pelestarian tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan untuk memperkuat nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.
Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kesatuan arah pembangunan” adalah penyelenggaraan model Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Sumatera Barat.
Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “daya guna dan hasil guna” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Sumatera Barat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Huruf k
Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan” adalah pembangunan di Provinsi Sumatera Barat harus dijalankan tanpa merusak dan atau mencemari  lingkungan alam agar sumber daya alam dapat tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab secara berkesinambungan , menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh makhluk hidup, serta agar alam atau lingkungan hidup dapat terus berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di Provinsi Sumatera Barat.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Selain etnik Minangkabau, terdapat etnik Mentawai.
Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Nilai adat basandi syara’ - syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru” adalah adat bersumber kepada syarak atau syariat (agama Islam), sedangkan syarak atau syariat bersumber kepada kitabullah (Alquran), segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, dilaksanakan melalui adat, dan alam dijadikan guru kehidupan. 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjadikannya pedoman dalam mengatur, membangun dan mengelola Provinsi Sumatera Barat beserta masyarakatnya, yakni pengaturan, pembangunan dan pengelolaan yang tidak mengenyampingkan nilai agama, peran adat dan ilmu pengetahuan.
Ayat (2) 

 Cukup jelas.

Ayat (3) 

 Cukup jelas.

Pasal 10

             Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas. 

Pasal 13

             Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

             Cukup jelas.
Pasal 18

    Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

         Ayat (1)

Kebudayaan Minangkabau memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintesis.
Ayat (2) 

 Cukup jelas.

Ayat (3) 

 Cukup jelas.

Pasal 22

         Cukup jelas.

Pasal 23

Pemberian pengakuan khusus kepada Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan kebudayaan Minangkabau untuk menghargai, mengakui, dan/atau melindungi sejarah dan warisan kebudayaan Minangkabau sebagai satu-satunya di dunia.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. 
Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pengembangan tata kehidupan masyarakat untuk memuliakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

  Cukup jelas.
   Ayat (2)
 
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Pembangunan pertanian dan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi antara lain terkait produksi dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

   Ayat (2)
 
        Cukup jelas.

   Ayat (3)
 
        Cukup jelas.

Pasal 47

Dalam membuat perencanaan prioritas tanaman pertanian dan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya dapat menetapkan prioritas tanaman pertanian dan perkebunan berdasarkan aspirasi petani. 
Aspirasi petani dapat disampaikan oleh petani atau melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani dan asosiasi petani. 

Perencanaan prioritas tanaman pertanian dan perkebunan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak bersifat memaksa.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Pembangunan sektor pertambangan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi antara lain terkait produksi dan distribusi hasil pertambangan.
   Ayat (2)
 
        Cukup jelas.

   Ayat (3)
 
        Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
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